
 

 
 

 
 

 
WALIKOTA TANJUNGPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR     1     TAHUN  2015 

 
TENTANG 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN  YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

 

Menimbang     : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah 

menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan 

yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

 

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4112); 



   3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

   8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

     9.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 4614); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata 

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 



  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 64); 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

  24. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008       

Nomor 4); 

  25. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2013 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kota 

Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014; 

  26. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah  Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014; 

  27. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2013 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014; 

  28. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 19 Tahun 2014 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014; 

 

Dengan  Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

dan 

WALIKOTA TANJUNGPINANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 

Pasal  1 

  (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat: 

   a. Laporan Realisasi Anggaran; 



     b. Neraca; 

     c. Laporan Arus Kas; dan 

     d. Catatan atas Laporan Keuangan; 

  (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan 

Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah. 

 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai  berikut: 

 

a. Pendapatan ................     Rp. 858.769.181.711,03 

b. Belanja .......................     Rp. 990.745.106.044,00 

     Surplus/ Defisit    (Rp. 131.975.924.332,97) 

 c. Pembiayaan 

     -  Penerimaan ............     Rp. 210.821.477.303,54 

     -  Pengeluaran ...........     Rp.                         0,00 

     Pembiayaan Netto     Rp. 210.821.477.303,54 

 

Pasal 3 

 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam    

Pasal 2, sebagai berikut: 

 

  (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 

56.254.403.331,97) dengan rincian sebagai berikut: 

    a.  Anggaran pendapatan  

     setelah perubahan     Rp. 

915.023.585.043,00 

     b.  Realisasi       Rp. 858.769.181.711,03 

      Selisih lebih/(kurang)           (Rp.   56.254.403.331,97) 

 

  (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 

129.803.841.248,00) dengan rincian sebagai  berikut: 

a. Anggaran belanja  

setelah perubahan          Rp. 1.120.548.947.292,00 

     b.  Realisasi            Rp.    990.745.106.044,00 

           Selisih lebih/(kurang)              (Rp.    129.803.841.248,00) 

 

 



  (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

Rp. 73.549.437.916,03 dengan rincian sebagai berikut: 

     a.  Surplus/defisit  

          setelah perubahan           (Rp.  205.525.362.249,00) 

     b.  Realisasi             (Rp.  131.975.942.332,97) 

      Selisih lebih/(kurang)   Rp.    73.549.437.916,03  

 

  (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah Rp. 2.796.115.054,54 dengan rincian sebagai 

berikut: 

     a.  Anggaran penerimaan pembiayaan  

          setelah perubahan     Rp. 208.025.362.249,00 

     b.  Realisasi       Rp. 210.821.477.303,54 

      Selisih lebih/(kurang)    Rp.     2.796.115.054,54 

  

 (5) Selisih anggaran  dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah (Rp. 2.500.000.000,00)  dengan rincian sebagai 

berikut: 

     a.  Anggaran pengeluaran pembiayaan 

          setelah perubahan    Rp.    2.500.000.000,00 

     b.  Realisasi      Rp.                        0,00 

     Selisih lebih/(kurang)      (Rp.   2.500.000.000,00) 

 

 (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 

Rp. 5.296.115.054,54 dengan rincian sebagai berikut: 

     a.  Anggaran pembiayaan neto 

          setelah perubahan     Rp. 205.525.362.249,00 

     b.  Realisasi       Rp. 210.821.477.303,54 

      Selisih lebih/(kurang)    Rp.     5.296.115.054,54 

 

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Per 

31 Desember  Tahun 2014 sebagai berikut: 

   a. Jumlah Aset            Rp. 1.806.628.462.712,78 

   b. Jumlah Kewajiban           Rp.      13.088.277.537,80 

  c. Jumlah Ekuitas Dana   Rp.1.793.540.185.174,98

    

 

 



Pasal 5 

 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 

Tahun 2014 sebagai berikut: 

a. Saldo Kas awal  

Per 1 Januari Tahun 2014  Rp.  213.935.692.627,92 

   b. Arus  Kas dari Aktivitas Operasi Rp.    74.473.568.748,97 

   c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

          Aset Non Keuangan           (Rp. 212.729.784.272,00) 

   d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan  Rp.     1.042.038.981,74  

   e. Arus Kas dari Aktivitas  

    Non Anggaran    (Rp.     9.356.003.906,00) 

   f. Saldo Kas di Bendahara  

    Pengeluaran                      Rp.               696.012,00 

   g. Saldo Kas di Bendahara JKN   Rp.      1.276.244.721,00 

   h. Saldo Kas Akhir di BLUD   Rp.    17.952.460.720,42 

   i. Saldo Kas Akhir  

    Per 31 Desember Tahun 2014   Rp.     86.594.913.634,05 

 

Pasal 6 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 

keuangan. 

 

Pasal 7 

 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Daerah ini, yang terdiri atas: 

  a. Lampiran I          : Laporan Realisasi Anggaran; 

   Lampiran I.1        : Ringkasan  Laporan   Realisasi 

Anggaran  menurut  urusan 

pemerintahan daerah dan organisasi;   

   Lampiran I.2        : Rincian   Laporan  Realisasi    

Anggaran  menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, 

program dan kegiatan;  



   Lampiran I.3 : Rekapitulasi   Realisasi  Anggaran  

Belanja  Daerah menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, 

program dan kegiatan; 

   Lampiran I.4        : Rekapitulasi    Realisasi     Anggaran    

Belanja   Daerah   untuk   

keselarasan  dan keterpaduan 

urusan pemerintahan daerah dan 

fungsi dalam kerangka pengelolaan 

keuangan negara; 

  Lampiran I.5         : Daftar Piutang Daerah; 

  Lampiran I.6         : Daftar Penyertaan Modal (Investasi)   

Daerah; 

   Lampiran I.7        : Daftar Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap; 

   Lampiran I.8        : Daftar Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Lainnya; 

   Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran berikutnya; 

   Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

   Lampiran I.11      :  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi 

Daerah; 

  b. Lampiran II  : Neraca. 

  c. Lampiran III : Laporan Arus Kas. 

  d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan.  

 

Pasal 8 

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 ayat (2) terdiri dari: 

 a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan 

Daerah ini.  

 b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI 

Peraturan Daerah ini. 

 

 

 



Pasal 9 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 10 

 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

dijabarkan dan diatur secara rinci dengan Peraturan Walikota. 

 

Pasal 11 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 

Tanjungpinang. 

 

 Ditetapkan di Tanjungpinang 
                                                                                      pada tanggal 24 Agustus 2015 

 WALIKOTA TANJUNGPINANG 

 

 

          LIS DARMANSYAH 

 

Diundangkan di Tanjungpinang 

pada tanggal 24 Agustus 2015 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINAG 

 

 

 

RIONO 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2015 NOMOR 1 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 


